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ABSTRAK
Netentuan pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 dan Pasal 114

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan,
pengguna kendaraan sudah scharusnya mendahulukan kereta api untuk melewat
palang pintu rel. Akan tetapi, di beberapa kasus kecelakaan pada palang pintu rel
kereta api justru disebabkan oleh kelalaian dari penjaga pintu rel kereta api yang
notabene merupakan bagian dari operasional PT. KAL Penjaga pintu perlintasan
seringkali terlambat menutup palang pintu, schingga menimbulkan kecclakaan antara
kereta dan kendaraan yang melewati palang pintu perlintasan.

Dengan menggunakan metodologi yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, penulis bermaksud akan menjawab
permasalahan yang ada yaitu mengenai bagaimana pn‘tmggmgi'awnba.n PT. Kereta
Api terhadap kecelakaan antara kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta
api serta bagaimanakah penerapan prosedur sanksi pidana Undmg-!)ndmg Nomor 23
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i dengan pengendara di perlintasan kereta api. :
& Pertanggungjawaban PT. Kereta Api terhadap kecelakaan antara kereta api
mmdnndlpuimtasankmtaapndnldigmumgldmmgumkm
kerugian bagi pihak ketiga. Untukmendalntkmgimﬁmgldanas!mmkquglmdﬂg
n.mmmmi._mmmmmmmwwmm

ahan yang menimbulkan kerugian. Penerapan prosedur

:hi pidana Undang-Undz  Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkerctaapian dan
KUHP dalam kasus keeelakaan lalu lintas antara kereta api dengan pengendus ¢
perlintasan kereta a atkan PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) /

: digunakan disini
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Tahun 2007 tentang
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sebelumnya

maka tibalah penulis  untuk

lm.,”,.,m;rull\;m dan pembahasan pembahasan yang telah penulis lakuk
. . - ) M an
yebelumnyn antara lnin udalah .-;uhuw“ berikut :

|, Pertanggungjawaban "I, Kereta Api terhadap kecelakaan antara kereta api

dengan pengendara di perlintasan  kereta api adalah ganti rugi dan

mengasuransikan kerugian bagi pihak ketiga. Untuk mendapatkan ganti rugi

B e m A e S e

dan asuransi kerugian dari PT. KAl, maka pihak korban harus bisa
membuktikan bahwa dari pegawai kereta api lah yang melakukan kesalahan
yang menimbulkan kerugian.
2. Penerapan prosedur sanksi pidana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007
tentang Perkeretaapian dan KUHP dalam kasus kecelakaan lalu lintas antara
kereta api dengan pengendara di perlintasan kereta api akan melibatkan
PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) / POLSUSKA (Polisi Khusus Kereta)
- sebagai penyidik dari Pihak Kereta Api dan akan berkoordinasi dengan
nlhkxapolim untuk membantu PPNS jadi penyidik dalam melakukan
 Penyidikan. Untuk Penerapan sanksi pidana yang digunakan disini

: w Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang
| aturan Pidana Umum (KUHP).

Dipindai dengan CamScanner



r

DAFTAR PISTAKA

“.lt' f_"_,!’ i -
— i yosdeaaron [fuksom [ iokirng 'fiuguul ! R‘]l*l‘l Pers. Jukarwm 201}

viparan Hukum Pidona Bagian 1 Percobaan dan Penvertaan Rajs
Cratindo Jakarta, 2002

wuh Humzsh  Asas-Asas Hukum Pidana Rincka Cipta, Jakarta, 2008

weksorst  Kesclamatan  Perkerctaapian, /nvestigasi  Kecelakaan Kereta Api
Kementerian Perhubungan, Jakarta. tanpa tahun.

Dyoko Prakoso. Hukum Penitensier di Indonesia Liberty, Yogyakarta, 1988,

Eddy OS Hiancj, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cabhaya Atma Pustaka,
Yogyakarta, 2014.

: . & Konsultan
indnanto Seno Adji Korupsi dan Hukum Pidana, Kantor Pengacara
mmwmwmmmm.

Jan Rammelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Komarish Emong Supardjaja 4;-“&““%?“
._ ”“MmeMP«WM

i
¥
i
|
|
|
E
i
i

Dipindai dengan CamScanner



!J]

f i mfmn‘rl l't-fcum “I'! Viarrag ,\'
VNN, Band,
‘ ng. 1985,

| ,,.hl.nlll Wil JOnie,
[rrosidl LOKO

Aciman dan Fahmi Raghib, 1y
syl O Llikum Pidang Set
» oetara Press, Jawg Tunur, 2
' , 2015,

; aleh, Perbuatan Pid,
Jowalun Sl dana dan Pertany y
Daser dalam Hidkion Pidana Mm:ﬁ;:ﬁa:mhan l’:(‘]):r‘m; Dua Pengertian

. Perbuatan Pidana dan p

Jakarta, 1983, Cranggungjawaban Pidana, Aksara Baru,

Simorangkir, J.CT, Kamus Hukum, Bumi Aksara, Jakarta, 1983,

Soeharto RM, Hukum Pidana Materiil Sinar Grafika, Jakarta, 1993,

Sudarto, Hukum Pldana 1, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990,

; , Kaplta Selekia Hukum Pidana, Cik. Kedua, Alumni, Bandung, 1986.

Sutan Remy Sjahdeini, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Grafiti Pers, Jakarta,
2006.

S. R. Sianturi, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Alumni,
Jakarta, 1986,

Dipindai dengan CamScanner



